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Memahami Pajak Penghasilan dan Pajak Internasional
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Pajak Penghasilan dan Pajak
Internasional

—> Pajak Penghasilan (Part 1)
- Pajak Penghasilan (Part 2)
= Mekanisme Pemungutan PPn
- Pajak Internasional




-UU Pajak Penghasilan Nomor 36 /2008
Perubahan 1V UU 7/1983

Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri Pasal 17 UU 17/2000

Lapisan Penghasilan Kena Pa Tarif Pa

a. Wajib pajak orang pribadi dalam negeri

sampai dengan Rp25.000.000,00 2%

di atas Rpi25.000.000,00 sampai dengan Rp340.000.00,00 10°%

|_di atas Rpa0.000.000,00 sampai dengan Rp100.000.00000 | 15%

di atas Rp100.000.000,00 sampai dengan Rp200.000.000,00 25%
| di atas Rp200.000.000,00 _ 0%

b. Wajib pajak badan dalam negeri dan BUT

sampai dengan Rp50.000.000,00 10°%

di atas Rp50.000.000,00 sampai dengan Rp100.000,00 15%

di atas Rp100.000.000,00 0%
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-UU Pajak Penghasilan Nomor 36 /2008
Perubahan IV UU 7/1983

Diketahul jJumlah penghasilan
Kena Pajak Rp600,000,000,
hitunglah Pajak Penghasilan
terutang !



- Diketahui jumlah penghasilan Kena Pajak Rp600,000,000, hitunglah -
Pajak Penghasilan terutang !

s i Pngisslan Ko Pl T Pl 2% x Rp25.000.000,00 = Rp 1.250.000,00
EE o T — 10°% x Rp25.000.000,00 = Rp 2.300.000,00
L T ——— 15% x Rp30.000.000,00 = Rp 7.500.000,00
F T —— " 25% x Rp100.000.000,00 = Rp25.000.000,00
e = 35% x Rp50.000.000,00 = Rp17.500.000,00 A

Rp53.750.000,00
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-UU Pajak Penghasilan Nomor 36 /2008
Perubahan IV UU 7/1983

Diketahul sebuah Badan dengan
Bentuk Usaha Tetap dalam negeri
memiliki penghasilan kena pajak
Rp250,000,000, hitunglah Pajak
Penghasilan terutang !



- Diketahui jumlah penghasilan Kena Pajak Rp600,000,000, hitunglah -
Pajak Penghasilan terutang !

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak

a. Wajib pajak orang pribadi dalam negeri

| sampai dengan Rp25.000.000.00 %
di atas Rp25.000.000,00 sampai dengan Rp30.000.00,00 108
di atas Rp50.000.000.00 sampai dengan Rp100.000.000,00 15%
di atas Rp100.000.000,00 sampai dengan Rp200.000.000,00 25%
di atas Rp@00.000,000,00 0%
b. Wajib pajak badan dalam negeri dan BUT
sampai dengan Rp50.000.000,00 10%
di atas Rp50.000.000,00 sampai dengan Rp10:0.000,00 15%
di atas Rp10:0.000.000,00 0%

10% x Rp50.000.000,00
15% x Rp50.000.000,00
J0% x Rp150.000.000,00
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Rp 5.000.000,00
Rp 7.500.000,00
Rpd5.000.000,00 +
Rp57.500.000,00




Wajib Pajak orang pribadi dalam negen sesua Pasal 17 UU No. 36

Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut.

disetor diperdagangkan di bursa efek Indonesia.

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak

a. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri

sampai dengan Rp30.000.000.00 e ]

di atas RpS0.000.000,00 sampai dengan Rp250.000,00 15%

di atas Rp230.000.000,00 sampai dengan RpS00, 000.000,00 25%

di atas RpS00.000.000,00 0%

b. Wajib Pajak badan dalam negeri dan BUT 28%

c. Perusahaan publik dengan jumlah 40% saham yang 23-40%

Contoh: a. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri

Jumlah Penghasilan Kena Pajak RpoOO.000.00K0. Pajak Penghasilan

lerutang:
9% x Rp50.000.000,00 = Rp 2.500.000,00
15% x Rp200.000.000,00 = Rp 30.000.000,00
20% x Rp250.000.000,00 = Rp 62.500.000,00
25% x Rp100.000.000,00 = Ep 30.000.00000 +

Rp125.000.000,00
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1. Wajib Pajak Badan

Wajib Pajak Badan diwajibkan untuk melakukan pembukuan dengan
cara yang telah ditetapkan dalam KUP. Oleh karena itu, setiap Wajib Pajak
badan harus menghitung Penghasilan Kena Pajak dengan metode
Pembukuan. Penghasilan Kena Pajak untuk Wajib Pajak ini sama dengan
penghasilan yang merupakan objek pajak penghasilan dikurangi dengan
pengurang yang diperkenankan (sesuai Pasal 6 Ayat (1) UU PPh) dan
kompensasi Kerugian (sesuai Pasal 6 Ayat (2) UU PPh). Penghasilan bruto
dikurangi dengan biaya yang diperkenankan discbut sebagar penghasilan
neto. Oleh Karena itu, Penghasilan Kena Pajak untuk Wajib Pajak Badan
sama dengan penghasilan neto dikurangi dengan kompensasi kerugian.
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Contoh:
Penjualan bruto Rp390.000.000,00
Retur Penjualan Rp 50.000.000,00 (-)
Potengan Penjualan Rp 40.000.000,00 ()
Penjualan neto Rp900.000.000,00
Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasitan  Rp&00.000.000.,00 (-)
Laba usaha (penghasilan néto usaha) Rp300.000.000,00
Penghasilan dan luar usaha Rp 25.000.000,00 (+)
Biaya-biaya di luar usaha Rp 15.000.000,00 (-)
Penghasilan neto/Penghasilan Kena Pajak Rp310.000.000,00

Apabila terdapat sisa kerugian tahun sebelumnya sebesar RpS0.000, 000,40
vang masih dapat dikompensasikan, Penghasilan Kena Pajaknya menjadi
Rp260.000.000,00 (= BEp3 10.000.000,00 — RpS0.000.000,00).
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2. Wajib Pajak Orang Pribadi yang Menyelenggarakan Pembukuan

Untuk wajib pajak orang pribadi yang menggunakan pembukuan,
penghitungan Pajak Penghasilannya sama dengan wanpb pajak badan, tetam
masih dikurangi lagi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
Besarnya PTKP yang boleh dikurangkan dan penghasilan neto sesuai
kKetentuan yang berlaku.

Ika terdapat penghasilan lain selain dan uwsaha, penghasilan tersebut
akan ditambahkan dengan penghasilan dar wsaha setelah dikurangn dengan
biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan tersebut.
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Contoh:
Peredaran bruto Rp650.000.000,00
Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan  Rpd25.000,000,00 (-)
Laba usaha (penghasilan neto usaha) Rp225.000.000,00
Penghasilan lain Rp 10.000.000,00 (+)
Biaya unluk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan ~ Rp _ 6.000.000,00 (-)
Penghasilan neto Rp229.000.000,00
PTKP (K/2) Rp 16.800.000.00 |-}
Penghasilan Kena Pajak Rp212.200.000,00

Apabila terdapat sisa kerugian tahun sebelumnya sebesar Rp20.000.000,00,
masih dapat dikompensasikan. Penghasilan Kena Pajaknya menjadi
Rp2 12.200.000,00 — Rp20.000.000,00 = Rp 192, 200,008,000,
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3.  Wajib Pajak Orang Pribadi yang Menggunakan Norma
Penghitungan
Apabila Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau
melakukan pekerjaan bebas dengan jumlah peredaran tertentu maka oleh
Direktur Jenderal Pajak diperkenankan menggunakan Norma Penghitungan
sesuai pedoman. Pedoman ini menentukan besarnya peredaran bruto dan
besarnya penghasilan neto. Penggunaan pedoman ini pada dasarnya
dilakukan apabila:
a. tidak terdapat dasar penghitungan yang lebih baik, yaitu pembukuan
yang lengkap;
b. pembukuan atau catatan peredaran bruto  Wajib  Pajak ternyata
diselenggarakan secara tidak benar.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menghitung besarnya
Penghasilan Kena Pajak berdasarkan Norma Penghitungan, yaitu berikut ini.
a. Norma Penghitungan Penghasilan Neto hanya boleh digunakan oleh

Wajib Pajak orang pribadi yang peredaran brutonya kurang dari

Rp600.000.000,00 setahun.

b. Wajib Pajak orang pribadi tersebut harus memberitahukan Kepada
Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun
pajak yang bersangkutan.

¢.  Wajib Pajak orang pribadi tersebut wajib menyelenggarakan pencatatan
tentang peredaran bruto sebagaimana diatur dalam UU KUP.

Wajib Pajak orang pribadi yang berhak menggunakan Norma
Penghitungan Penghasilan Neto, tetapi tidak memberitahukan kepada
Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu yang ditentukan maka Wajib
Pajak tersebut dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan.,
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Contoh;

Peredaran brulo Rp300.000.000,00
Penghasilan nelo (misalmya % Norma Penghitungan
Penghasilan Neio adalah 20°% = 20% x Rp300.000.000,00  Rp §0.000.000,00

Penghasilan neto lainmya Rp 5.000.000.00 (+)
Jumlah safuruh penghasilan neto Ep 65.000.000,00
PTKP (K/3) Rp 18.000.000.,00 (-]

Penghasilan Kena Pajak Rp 56.360.000,00
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4. Wajib Pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak luar negeri
vang menjalankan usaha, yaitu melakukan kegiatan melalmn BUT di
Indonesia sama dengan cara menghitung Penghasilan Kena Pajak untuk
Wajib Pajak badan dalam negeri. Oleh Kkarena bentuk usaha tetap
berkewajiban untuk menyelenggarakan pembukuan maka Penghasilan Kena
Pajaknya dihtung dengan perhitungan berdasarkan pembukuan. Penghasilan
Kena Pajak dihitung dengan penghasilan yang merupakan Objek Pajak
(sesuai Pasal 5 ayat (1) dikurangi dengan pengurang yang diperbolehkan
(sesuar Pasal 6 ayat (1) dan (2)). Dalam menghitung laba BUT perlu
diperhatikan Ketentuan Pasal S ayat (3) UU PPh.
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Contoh:

Peredaran bruto Rp700.000.000,00
Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan  Rp475.000.000,00 (-)
Laba usaha (penghasilan neto usaha) Rp225.000.000,00
Penghasilan bunga Rp 10.000.000,00 (+)
Penjualan langsung barang oleh kantor pusat yang sejenis
dengan barang yang dijual BUT Rp200.000.000,00 (+)

Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan  Rp150.000.000,00 (-)
Dividen yang diterima atau diperoleh kantor pusat yang

mempunyai hubungan efektif dengan BUT Rp 2.000.000.00 (+)
Rp287.000.000,00
Biaya-biaya menurut Pasal 5 ayat (3) Rp 7.000.000,00 (-)

Penghasilan Kena Pajak Rp280.000.000,00
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5. Wajib Pajak Orang Pribadi yang Kewajiban Pajak Subjektifnya

Hanya Meliputi Sebagian Tahun Pajak

Dapat terjadi kemungkinan bahwa orang pribadi menjadi subjek pajak
tidak dalam jangka waktu satu tahun pajak penuh, misalnya orang pribadi
vang menjadi subjek pajak pada pertengahan tahun pajak atau yang
meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya pada pertengahan tahun
pajak. Jangka waktu Kurang dari satu tahun pajak tersebut dinamakan bagian
tahun pajak yang menggantikan tahun pajak.

Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri
yang terutang pajak dalam suatu bagian tahun pajak tersebut, dihitung
berdasarkan penghasilan neto yang diterima atau diperoleh dalam bagian
tahun pajak yang disetahunkan.
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Contoh:

Marsudi (TK) pada tahun 2009 menjadi subjek pajak dalam negeri selama 3
bulan, dan dalam jangka waktu tersebut memperoleh penghasilan sebesar
Rp10.000.000,00 maka penghitungan Penghasilan Kena Pajak adalah sebagai

berikut.

Penghasilan Marsudi selama 3 bulan

Penghasilan setahun; */3,3 x Rp 10.000.000,00 ='

Penghasilan Tidak Kena Pajak (TK)
Penghasilan Kena Pajak
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Rp10.000.000,00
Rp40.000.000,00
Rp15.840.000,00
Rp24.160.000.00



PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN

1. Pemotongan atau Pemungutan oleh Pihak yang Memberi/
Membayar Penghasilan
Bagi pihak penerima penghasilan, Pajak Penghasilan yang dipotong

pihak lain merupakan pajak pendahuluan (kecuvali pajak final), dan dapat

diperhitungkan dengan Kewajiban Wajib Pajak sebagai pemotongan/
pemungutan Pajak Penghasilan, antara lain berikut ini.

a. Pemotong PPh Pasal 21 UU PPh: apabila Wajib Pajak melakukan
pembayaran gaji, upah, dan sejenis dalam hubungan kerja kepada orang
pribadi.

b. Pemotong/pemungut PPh Pasal 22 UU PPh: apabila Wajib Pajak tertentu
(termasuk bendaharawan) melakukan penjualan atau pembelian barang.

¢. Pemotong PPh Pasal 23 UU PPh: apabila Wajib Pajak melakukan
pembayaran bunga. dividen, royalti (pasive income), sewa harta dan jasa
kepada Wajib Pajak dalam negeri.

d. Pemotong PPh Pasal 26 UU PPh: apabila Wajib Pajak melakukan
pembayaran penghasilan kepada Wajib Pajak luar negeri.

e. Pemotong PPh Pasal 4 ayat (2) UU PPh: apabila Wajib Pajak melakukan
pembayaran penghasilan tertentu.

f. Pemotong PPh Pasal 15 UU PPh: apabila Wajib Pajak melakukan
pembayaran penghasilan kepada Wajib Pajak tertentu.
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- PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN -

2. Pembavaran vang Dilakukan Sendiri oleh Wajib Pajak
Pembayaran pajak vang dilakukan sendiri oleh Wapb Pajak merupakan
pembayaran pendahuluan atas Pajak Penghasilan yvang terutang pada tahun
vang bersangkutan. Adapun yang termasuk dalam pajak yang dibayar sendiri
oleh Wajib Pajak antara lain berikut ini.
a. PPh Pasal 25 yang merupakan pembayaran angsuran Pajak Penghasilan
yvang dilakukan tap-tiap bulan.,
Pembayaran fiskal luar neger.
¢. PPh Pasal 29 yang terjadi apabila Pajak Penghasilan terutang 1 tahun
pajak lebih besar da Pajak Penghasilan yang dipotong pihak lain dan
pembavaran PPh Pasal 25 serta hiskal luar negen.
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PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN

3. Pelaporan Pajak Penghasilan

Apabila subjek pajak, objek pajak, dan besarnya pajak penghasilan yang Namun, perlu diketahui bahwa tidak semua wajib pajak wajib
terutang telah diketahui maka kewajiban perpajakan berikutnya adalah menyampaikan SPT masa tersebut di atas, semuanya tergantung pada
melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak penghasilan tersebut ke kewajiban masing-masing Wajib Pajak bersangkutan.
kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak terdaftar. Adapun sarana untuk SPT tahunan merupakan sarana untuk melaporkan penghitungan dan

pembayaran PPh dalam satu tahun pajak. SPT tahunan terdiri dari berikut ini.

a. SPT wahunan PPh orang pribadi wajib disampaikan oleh semua wajib
pajak orang pribadi (perseorangan).

SPT M Ak N | " hi p . SPT tahunan badan wajib disampaikan oleh semua wajib pajak badan.

4 asa. e :?n samna. umf’ PDR-PORAD: g ltung.al.l a.n ¢. SPT tahunan PPh Pasal 21 wajib disampaikan oleh wajib pajak yang
pembayaran pajak yang dilakukan tiap-tiap bulan (masa), yang terdiri dari: mempunyai kewajiban memotong PPh Pasal 21 (pada umumnya semua
SPT Masa PPh Pasal 21, SPT Masa PPh Pasal 22, SPT Masa PPh Pasal 23, wajib pajak badan dan wajib pajak orang tertentu).

SPT Masa PPh Pasal 25, SPT Masa PPh Pasal 26, SPT Masa PPh Pasal 4
ayat (2), SPT Masa PPh Pasal 15.

melaporkan penghitungan dan pembayaran PPh tersebut adalah Surat
Pemberitahuan (SPT) yang terdiri dari Surat Pemberitahuan Masa (SPT
Masa) dan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan).
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- PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN

Jangka waktu pelaporan SPT masa maupun SPT tahunan sudah
ditentukan dalam UU PPh schingga apabila wajib pajak terlambat
melaporkan SPT masa maupun SPT tahunan maka akan dikenakan sanksi
administrasi berupa denda.

Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak

No. Jenis Pajak Pembayaran/Penyetoran | Pelaporan Kelerangan
1. | PPhPsl 21 Paling lambat tanggal 10 | Paling lambat | Setelah MP
20 hari berakhir
2. | PPhPsl 23/Psl 26 | Paling lambat tanggal 10 | Paling lambat | Setelah MP
= 20 hari berakhir
3. | PPhPsl25 Paling lambat tanggal 15 Paling lambat | Setelah MP
20 hari berakhir
4. | PPhPsl 22, PPN | Dilunasi saat pembayaran
dan PPn BM atas | Bea
Impor
5. | PPhPsl 22 PPN | Sehari sefelah Paling lambat | Selelah batas
dan PPnBM pemungutan pajak T hari penyeloran
pajak berakhir
6. | PPhPsl 22 Pada hari yang sama Paling lambat | Setelah MP
pemunguian dengan pelaksanaan 14 hani berakhir
Bandaharawan pembayaran
Pemerintah
7. | PPhPsl 22 Dilunasi sendin cleh WP Paling lambat | Setelah MP
produk Pertamina | sebelum SPPB/DO 20 hari berakhir
dan badan usaha | dilebus
lainnya
8. | PPhPsl22 badan | Paling lambat tanggal 10 | Paling lambat | Sedelah MP
tertentu 20 hari berakhir
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Pajak Penghasilan merupakan pajak langsung di mana pajak
dikenakan langsung pada Wajib Pajak dan saat terutangnya adalah pada
akhir tahun pajak. Oleh karena itu, sistem pemungutannya berkala,
mengenal pembayaran dalam tahun berjalan, dapat dikreditkan pada
perhitungan pajak akhir tahun.

Adapun jemis-jenis pembayaran dalam tahun berjalan terdini dar:

. yang disetor sendiri oleh Wajib Pajak:
2. yang dipotong oleh sumbernya.
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Dalam rangka ehisiensi dalam pemungutan pajak, beberapa
pembayaran pajak dalam tahun berjalan diubah menjadi pemungutan
final dengan mengacu pada Pasal 4 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2000
schingga mengabaikan beberapa hak Wajib Pajak. Adapun jenis-jenis
pajak penghasilan vang diubah menjadi pemungutan final, antara lain
berikut ini.

1. Peraturan Pemerintah No. 131 Tahun 20(0 mengenai Pajak 5,
Penghasilan Atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto
SBL

2. Peraturan Pemerintah No. 132 Tahun 2000 mengenai Pajak ©-
Penghasilan Atas Hadiah Undian,

3. Peraturan Pemerintah No. 140 Tahun 20() mengenai Pajak
Penghasilan Atas Penghasilan Dar Usaha Jasa Konstruksi. 7.

4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2002 mengenai  Pajak
Penghasilan Atas Bunga Dan Diskonto Obligasi  yang
Diperdagangkan di Bursa Efek. 8.
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Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2002 mengenai Pajak
Penghasilan Atas Penghasilan Dari Persewaan Tanah Dan Atau
Bangunan.

Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1995 mengenai Pajak
Penghasilan Perusahaan Modal Ventura Dan Transaksi Penjualan
Saham Atau Pengalihan Penyertaan Modal Pada Perusahaan
Pasangan Usahanya,

Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 1999 mengenai Pembayaran
Pajak Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan Atau
Bangunan.

Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1997 mengenai Pajak
Penghasilan Atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di
Bursa Efek.



Pajak internasional mengenal asas tentang domisili dan sumber.
Disebut negara domusili apabila negara tempat tinggal wajib pajak
menganut asas domisili yang mengenakan pajak penghasilan atas
worldwide income atas dasar asas domisili. Sedangkan negara sumber
merupakan negara di mana  wajb  pajak  tersebut  memperoleh
penghasilan.

Apabila Wajib Pajak melakukan transaksi dan memperoleh laba di
negara tempat tunggalnya dan kemudian dikenakan juga pajak
penghasilan atas laba tersebut atas dasar dimisili, maka Wajib pajak
tersebut akan dikenakan pajak dua kali (double taxation). Yang pertama
oleh negara sumber dan Kedua oleh negara domiusili. Negara-negara yang
tarif pajaknya rendah atau sama sekali tidak mengenakan pajak atas
penghasilan disebut sebagai negara surga pajak (tax haven countries).
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Diskusi 4

Mengapa Pajak Penghasilan diberlakukan?

Apa beda Pajak Penghasilan (Pph) dengan Pajak
Pertambahan Nilai?



Tugas Tutorial 2

Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri memiliki
Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp1.000.000.000

Tentukan dan hitunglah!
a. Tentukan Lapisan Penghasilan Kena Pajaknya!
b. Hitunglah jumlah Pajak Penghasilan terutang!







